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BAB VI
PENUTUP

Jasa konstruksi sebagai salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial,
dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian
berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung
berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk
mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa
yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas yang
mendukung perekonomian daerah.

Pada sisi lain, sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat
mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana
aktivitas sosial ekonomi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Oleh
karena itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menjamin ketertiban dan
kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi
harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Dinamika regulasi yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi selainmemberikan dasar
kewenangan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan jasa konstruksi juga
mengharuskan daerah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 4).

Dalam rangka memberikan kerangka hukum sebagai bentuk perwujudan
kebijakan daerah dalam Jasa Konstruksi di Kota Salatiga, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi di Kota Salatiga yang meliputi:

a. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;

b. Wewenang Pemerintah Daerah;

c. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
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d. Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
e. Sistem Informasi Jasa Konstruksi;

f. Penerbitan Izin Usaha;

g.  Evaluasi dan Pengawasan;

h. Sanksi Administratif; dan

[y

Pembiayaan.
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